BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 4{3 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT]I MINAHASA UTARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MINAHASA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2} Peraturan Pemerintah
Nomer 44 Tahun 2020 tentang Pembenan Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajunt
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolistan Negara Republik Indonesia,
Pepawai Non Pepawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjanpan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembenan Gaj
atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020,

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4343},

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negarna
Republik indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
‘Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemernintah Nomor 44 Tahun 2020  tentang  Pemberian
Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, }



Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6545),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUEK TEKNIS
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
TAHUN 2020.

BAB1
KETENTUAN UMUML

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati Minahsa Utara ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

1

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemenintahan
Dacrsh yang memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otonom.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan;

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat Anggota
DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

Pengguna Anggaran selanjutnya di singkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpsnnya.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagat bendahara
umum daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutaya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Surat Perintah Membayar Langsung vang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pthak ketiga‘penerima;

Swurat Periniab Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

BAB LI
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN
PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 diberikan kepada: )s,



a. PNS; dan
b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:
Pejabat Negara;
Anggota DPRD;
PNS yang sedang menjalani cuti &i luar tanggungan Negara; dan
PNS yang sedang ditugaskan di lnar instansi pemenintah bask di dalam mavpun di
luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

=L

Pasal 4

(1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Jul.

(2} Dalam hal penghasilan [ (satu) bulan pada bulan Juli scbagaimana dimaksud ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan sehlisih
kekurangan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 5
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4
ayat { 1} diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:
a. gajt pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
¢. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS,
paling banyak meliputi.
a. R0 % {delapan puluh persen) dar gaji pokok PNS;
b. iunjangan keluarga; dan
¢. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja,
tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profes: atau
tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagt guru
PNS. insentif khusus, fupjangan selisib penghasijan, dan funjangan lain yang ditesapkan
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 , maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas dibertkan
salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2) Dalam hai PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gajt, Tunjangan atau Penghasilan
Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib



mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai pererima pensiun janda/duda atau penerima
tunjangan janda/duda maka diberikan Gaj, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga
Belas sekaligus pensiun Ketiga Belas sebagat Penenima Pensiun janda/duda atan
Tunjangan Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 9
(1) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimksud
dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10
(1) Gaiji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 dibayarkan pada bulan
Agustus.
{23 Dalam hal Gaji, Tunjangan atan Penghasilan Ketiga Belas sehagaimana dimaksud
pada ayat { 1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-
bulan berikutnya.

Pasal i}
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasaj 12

(1) Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan melalu
mekanisme langsung (LS).

(2) PA mengajukan SPM-LS Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas beserta
kelengkapannya kepada BUD untuk diterbitkan SP2D.

(3) SPM-LS Gaji, Tunjangan atau Peaghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dibuat secara terpisah dengan menggunakan SPM-LS  Gaji,
Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4) SPM-LS Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) horf a dibuat tersendin dan terpisab dengan SPM-1.5 gaji ataw
tunjangan bulanan.

(5) Jenis SPM-LS Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), tenmasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau
susulan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas. g



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal i3
Pada saat Peraturan Bupati tni mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Minahasa
Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan
Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawat Negent  Sipil,
Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan
Pemenniab Kabupaten Minahasa Uiara (Berita Daemah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun 2019 Nomor 29), dicabwt dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati int mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar  sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

i

SEKRFETARIS DAKRAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

.———"Atlv —

JEMMY HENGKY KUHU

——

Minahasa Utara.
No. Pengelola . Ditetapkan di  : Airmadid
Pada Badan Keuangan
2. BSekretaris Badan Kevangan f@//
3. Kepala Badan Kenangan /
4. IKepala Bagian Hukum r (X
5. |Asisten Administrasi Urum i
6. cretaris Dacrah Kabupaten b\
Minahasa Utara
7 Wakil Bupati Minahasa Utara
8 [Bupati Minahasa Utara ‘Dengan hormat
untuk
ditandatangani
Diundangkan di : Airmadidi
pada tanggal 1 Agustes )odo

BERITA DAFRAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR Li;



